Menimbang: a

Mengingat :

PRESIDEN
REFUBLIK INDOMESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESA
NOMOR 52 TAHUN 2001
TENTANG
PENY ELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa sdah satu cara ddam penyelenggaraan ssem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesa addah dengan menggunekan asas  tuges
pembantuan;

bahwa penggunaan asas tugas pembantuan sebagaimana tersebut pada huruf
a dimaksudken  untuk  meningkatkan  efisend dan  efektivitas
penyelenggaraan  pemerintahan, pengdolaan  pembangunan  dan  pdayanan
umum;

bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasd 13 dan Pasd 100 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintehan Dagrah, pelu ditetgpkan peraturan  pemerintah  tentang

penye enggaraan tugas pembantuan;
Pasd 5 ayat (2), Pasd 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;

Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeintéhan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesa

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Paauran Pemerinteh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Proping sebaga Daerah Otonom  (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengdolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan ddam Pdaksanaan Dekonsentras dan Tuges
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
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6. Peraturan Pemerinteh Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan aas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090);

7. Peraturan  Pemerinteh  Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penydenggaraen

Dekonsentras  (Lembaran  Negara Republik  Indonesa Tahun 2001 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

MEMUTUSKAN:

Menetgpkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS

PEMBANTUAN

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a

b.
C.

Pemerinteh Pusat, sdanjutnya discbut Pemerinteh addah perangka Negaa Kesatuan
Republik Indonesiayang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

Daerah addah Daerah Proving, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

Pemerintehan Dagrah  addah penydenggaraan  Pemerintehan  Dagrah  Otonom  oleh
Pemerinteh Dagrah dan Dewan Pewekilan Rekyat Daerah (DPRD) menurut asas
Desentralisas.

Pemerintah Dagrah addah Kepda Dagrah besarta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagal Badan Eksekutif Daerah.

Tugas Pembantuan addah penugasan dari Pemerintah kepada Dagrah dan Desa dan dari
Dagrah ke Desa untuk meaksanakan tuges tertentu yang diserta Pembiayaan, sarana dan
prasarana sarta sumber daya manusa dengan kewgiban megporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Kepda Daerah Proving addah Gubernur, Kepda Daerah Kabupaten addah Bupati, dan
Kepaa Daerah Kota adaah Wdikota

Peaangka Dagrah Otonom vyang lan addah organissd  yang menydenggarakan
pemeintehan daerah yang terdiri dari Sekretariac Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga
TeknisDagrah.

Desa d@au yang dissbut dengan nama lan, sdanjutnya dissout Desa addah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asgbusul dan ada idiadat sstempa yang diskui ddam
sstem Pemerintahan Nasiond dan beradadi Daerah Kabupaten.

Pemerinteh Desa addah penydenggara pemerintahan di tingkat Desa yang terdiri  dari
Kepaa Desa dan Perangkat Desa

Kepda Desa aau yang disebut dengan nama lan addah Kepada kesatuan masyaraket
hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat  berdasarkan asd usul dan adat idiadat setempat yang digkui ddam sSstem
Pemerintahan Nasiond dan berada di Daerah Kabupaten.

Peaangkat Desa addah Pembantu Kepda Desa ddam rangka penyeenggaraan
pemerintahan desa.
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Badan Perwakilan Desa @au yang disebut dengan nama lan addah Badan yang mempunya
fungs mengayomi adat idtiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyaurkan
agiras masyaaka, serta  meakukan pengawasan terhadgp penyeenggaraan pemerintahan
desa

BAB II
PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

Pemerintah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Daerah dan Desa
Daerah Proving dan Daerah Kabupaten dagpat memberikan Tugas Pembantuan kepada Desa

BAB I11
TATA CARA PEMBERIAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

Pemberian Tugas Pembantuan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penerima Tuges
Pembantuan mengena adanya rencana pemberian Tugas Pembantuan.

Pemberitahuan sebagaimana dimaeksud pada ayat (1) diserta dengan rencana biaya, sarana
dan prasarana, dan sumber daya manusa serta kebijakannya

Apabila rencana sebagaimana dimeksud pada aya (2), dinila layak oleh Dagrah den aau
Desa Penerima Tugas Pembantuan, Dagrah dan aau Desa menerima rencana Tuges
Pembantuan.

Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Dagrah dan Desa, ditetgpkan dengan
Keputussn  Menteri/Pmpinan  Lembaga Pemerinteh  Non Departemen  dengan  tembusan
Menteri Daam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa ditetgpkan dengan Keputusan
Gubernur atau Keputusan Bupeti dengan tembusan Ketua DPRD.

BAB |V
PENOLAKAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 4

Dagrah aau Desa dgpat menolak pemberian Tugas Pembantuan sebagian atau seluruhnya
godbila tidek diserta dengan Pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia
sesual kebutuhan.

Penolaken sebagamana dimeksud pada aya (1), disampakan secara tertulis  kepada
Pemberi Tugas Pembantuan.
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BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 5

Tugas Pembantuan disdenggarakan di Proving, Kabupaten, Kota dan Desa

@
@
©)

@
@
©)

@
@
©)

Pasal 6

Tugaes Pembantuan di Provind, Kabupaten dan Kota disdenggarakan oleh perangkat Daerah
Proving, perangkat Daerah Kabupaten dan Kota

Tugas Pembantuan di Desa dilakukan oleh perangkat Desa dan dgpat mengikutsertakan
masyarakat.

Penydenggaraan Tugas Pembantuan yang menghasilken penerimaan, disstor ke Kas Negara
untuk Tugas Pembantuan dari Pemerintah, dan ke Kas Daerah untuk Tugas Pembantuan
dari Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerinteh kepada Dagrah dan Desa
dibebankan pada Anggaran Pendgpatan dan Belanja Negara

Penentuan biaya sebagamana dimeksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan pertimbangan Menteri/Pimpinan LembagaPemerintah Non Departemen.

Biaya sebagamana dimeksud pada aya (2) disdurkan kepada Daerah dan Desa médui
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen Pemberi Tugas Pembantuan.

Pasal 8

Biaya penydenggaraan Tuges Pembantuan dari Provind aau Kabupaten kepada Desa
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bdanja Daerah Proving atau Kabupaten.

Penentuan biaya ssbagaimana dimaksud pada aya (1) dilakuken olen Gubernur aau Bupdi
dengan persetujuan DPRD Proving atau Kabupaten.

Biaya sdbagamana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disdurken langsung kepada Pemerintah
Desa

Pasal 9

Taa caa pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesua dengan ketentuan
peraiuran perundang-undangan bagi Anggaran Pendapaian dan Belanja Negara, dan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dagrah.
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Pasal 10

Penydenggaraan  tuges pembantuan  yang Sfatnya mendessk, Menteri/Pimpinan  Lembaga
Pemerinteh Non Depatemen aau Kepda Dagrah dapat mengambil  kebijakan  menggunakan
anggaran yang tersedia.

@

@

©)
@

@

@

@
@
©)
@

BAB VIl
SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

Pengadaan sarana dan prasrana ddam rangka Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada
Dagrah dan Desa didasarkan aas besaran jumlah kebutuhan dan dandar teknis ddam
menunjang pelaksanaan tugas yang diberikan.

Pemerintah Dagrah atau Desa melaksanakan pengadaan sebagaimana dimeksud pada ayat
() dengan memprioritaskan bahan yang tersedia di Dagrah aau Desa berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfastan sarana dan prasrana sebagaimana dimeksud pada aya (1) dilakuken sesua
pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ddam hd Tugas Pembantuan tedlah sdesa disdenggarekan atau karena diberhentikan oleh
Pemberi Tugas Pembantuan, sarana dan prasarana bergerak dikembdikan kepada Pemberi
Tugas Pembantuan, dan yang tidek tergerak diserabkan  kepada Penerima  Tuges
Pembantuan.

Pasal 12

Pengadaan dan pengdolaan sumber daya manusa ddam rangka Tugas Pembantuan
didesarkan aas jumlah kebutuhan dan dandar kudifikes keghlian yang ditetgpkan oleh
Pemberi Tugas Pembantuan dengan memprioritaskan sumber daya manusia yang tersedia di
Daerah dan Desa.

Ddam had Tuges Pembantuan tdah sdesa aau karena diberhentikan olen Pemberi Tuges
Pembantuan, sumber daya manusa yang berasd dari indand Pemberi Tugas Pembantuan
ditarik kembdi ke indandnya, dan yang pengadeannya bersfat kontrek, dapat diakhiri
penugasannya

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Menteri/Pimpinan  Lembaga Pemerinteh Non Depatemen mdakukan pembineen  aas
penydenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah dan Desa

Menteri/Pimpinan Lembaga Non Depatemen dapat mdimpahkan kewenangan pembinaan
kepada Gubernur atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan di KabupatervK ota dan Desa

Gubernur mdakukan pembinean aas penydenggaraan Tugas Pembantuan dai  Proving
kepada Desa

Bupati meakukan pembinaen daas penydenggaraan Tugas Pembantuan dai  Kabupaten
kepada Desa.
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Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kepada Daerah dan Desa,
dan Proving/Kabupaten kepada Desa dilakukan oleh ingand pengawas sesua  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasl pengawasan terhadap penydenggaraan Tuges Pembantuan baik yang dilakukan oleh
indand pengawas Pemerintah maupun yarg dilekuken oleh ingans pengawas Pemerintah
Dagrah, disampakan kepada Gubernur/Bupati/Wdikota dan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga Pemerinteh Non Depatemen terkait dengan tembusan kepada Presden medui
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAB IX
PENGHENTIAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 15

Penghentian Tugas Pembantuan dapat dilakukan gpabila

a
b.
C.

d.

@

@

©)

@

ddam pedaksanaannya terdgpat perubshan kebijeksanaan baru dari Pemerintah, Proving dan
Kabupaten;

berdesarkan hasl penilaan, evduad, dan pembinean dai Pemberi Tugas Pembantuan
bahwa Penerima Tugas Pembantuan tidak mampu menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
penydenggaraannya tidek sesua dengan rencandprogram  yang ditetapkan oleh  Pemberi
Tugas Pembantuan; dan

pel aksanaan Tugas Pembantuan telah sdesa

Pasal 16

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerinteh Non Depatemen, Gubernur aau Bupati harus
memberitehukan terlebih  dahulu  kepada Penerima  Tuges untuk  menghentikan  Tuges
Pembantuan.

Penghentian Tugas Pembantuan dari Pemerintah dilakukan dengan menetgpkan Keputusan
Penghentian oleh  Menteri/Pmpinan  Lembaga Pemeintah Non Depatemen, yang
tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Penghentian  Tugas Pembantuan dai Daerah dilakukan dengan menetapkan  Keputusan
Penghentian oleh Gubernur aau Bupati yang tembusannya disampakean kepada ketua
DPRD.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjavaban das pengdolaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dilakukan oleh
Kepda Dagrah aau Kepda Desa yang bersangkutan kepada Pemerintah sdaku Pemberi
Tugas Pembantuan.
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2 Petanggungiawaban aas pengdolaan  Tugas Pembantuan dai  Proving/Kabupaten
dilakukan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

) Petanggungjawaban sdbagamana dimeksud pada ayat (1) dan (2) menurut  aspek
Pembiayaan, saana dan prasarana, dan sumber daya manusa berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ddam hd keadaan mendesk, Pemeinteh aau Dagrah dapat langsung memberikan Tuges
Pembantuan tanpa meaui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulal berlaku padatanggd diundangkan.

Aga sHigp orang mengeahuinya, memerintahkan pengundangan Perauran Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa

Ditetapkan di Jekarta

padatanggd 18 Juni 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangken di Jekarta
Pada tanggd 18 Juni 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd

DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 77
Sdinan sesual dengan adinya
SEKRETARIAT KABINET RI
KepaaBiro Peraturan Perundang-undangan 1

(Edy Sudibyo)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

UMUM

Pembagian wilayah adminidras pemerintahan di Indonesa berdesarkan Pasdl 18 Undang
Undang Dasar 1945 beserta penjdasannya menegaskan bahwa pembagian dagrah Indonesia
atas dagrah besar dan kecil, dengan bentuk dan sisunan pemerintahannya ditetgokan dengan
undang-undang. Daerah Indonesa akan dibagi ddam Daerah Propind dan Dagrah Proping
akan dibagi ddam daerah yang lebih kedl, dengan mengingat desr Permusyawaraan
ddam gdem pemeintehan negaa dan hakhek asalusul ddam deerah yang bersfa
itimewa

Negaa Republik Indonesa sbaga  Negaa Kesauan ddam  penydenggaraen
pemerintahannya menggunekan asas desentrdisad, dekonsentras dan tugas  pembantuan.
Penydenggaraan asas tugas pembantuan addah cerminan dai dsem dan  prosedur
penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa sata penugasan dari Proving  aau
Kabupaten kepada Desa untuk menydenggarakan urusan pemerintahan dan  pembangunan
yang disarta dengan Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan
kewgiban mdagporkan pdaksanaannya dan  mempertanggungjawabkannya kepada yang
memberi tugas Tuges ini disdenggarekan karena tidek semua wewenang dan  tuges
pemerintahan dgpa  dilekukan dengan menggunekan  asas  desentrdises den asss
dekonsentres.

Pemberian Tugas Pembantuan dimeksudkan untuk meningkatkan efisens dan  efektivitas
penydenggaraan pemeintahan, pengdolaan pembangunan, dan pdayanan umum. Tujuan
pemberian Tugas Pembantuan addah memperlancar peaksanaan tugas dan penydesdan
permasadahan sarta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa

Tuges Pembantuan yang diberikan oleh Pemerinteh kepada Dagrah dan Desa mdiputi
sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiscd, agama dan kewenangan bidang lan yakni kebijekan tentang perencanaan nasond
dan pengenddian pembangunan secara mekro, dana  pearimbangan  keuangan, Sdem
adminidras negaa dan lembaga perekonomian negara, pembinean dan  pemberdayaan
sumber daya manusa pendayaguneen sumber daya dam sata teknologi  tinggi  yang
draegis, konservad, dan sandardisas nesiond.

Tuges Pembantuan yang diberiken oleh Provind sébaga Dagrah Otonom kepada Desa
mdiputi ssbagian tuges ddam bidang pemeintahen yang bersfat lintas Kabupaten dan
Kota, sata sebagian tugas pemeintahan ddam bidang tertentu lainnya, termeasuk juga
sbagian tuges pemeintahan yang tidek aau bdum dgpa  dileksanekan olen Daerah
Kabupaten dan Kota, sedangkan sebaga wilayah administras mencakup sebegian  tuges
ddam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wekil Pemerintah.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten kepada Desa mencakup sebagian tuges

bidang pemeintahan yang menjadi wewenang Kabupaen termasuk sebagian tuges yang
wgib dileksansken oleh Kabupaten mdiputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidiken dan
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kebudayaen,

pertanian, perhubungan, indugtri dan perdagangan, penanaman  modd,

lingkungan hidup, pertanahan, Koperad, dan tenaga kerja

Il. PASAL DEMI

Pasa 1
Cukupj

Pasd 2
Cukupj

Pasal 3

PASAL

das

das

Ayd (1)

Yang dimeksud dengan Pemberian Tugas Pembantuan addah Pemerintah
Daerah Proving, dan Daerah Kabupaten.

Ay (2)

Pemberian Tugas Pembantuan memberitahukan secara resmi sdain rencana
biaya, sorana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutunkan, juga
arah kebijakan dan kegiatannya

Ayd (3)

Apabila rencana biaya, syana dan prasrana, dan sumber daya manusia yang
dibutuhkan, dinila tidek layak oleh Dagrah dan atau Desa, meka Daerah dan
adau Desa menyaakan keberatannya secara tertulis kepada Pemberi Tugas
Pembantuan dengan disarta usulan  penyempurnaan  selambatlambainya 1
(sau) bulan setelah menerima rencana Tugas Pembantuan. Bagi Desa yang
menyatekan  keberatan terhadgp pemberian  Tugas Pambantuen  dari
Pemerintah dan aau Provind, menyampaikan secara tertulis medui Bupati
masngmasing. Sedangkan bagi Desa yang menyatakan keberatan terhadap
pemberian Tugas Pembantuan dari Kabupaten menyampaikan secara tertulis
kepada Bupdti. Penilaan layak tideknya diukur dai meksud dan tujuen
pemberian tugas, dukungan sarana, prasxyana, dan biaya seta jangka
waktunya

Aya (4)

Cukupjeas

Aya (5

Pasal 4

Cukup jelas

Cukupjelas

Pasd 5

Cukupjelas

Pasal 6
Ayd (1)

D:/Datafile/lUndang-2/PP/2001/PP522001.doc (Sri PC per 8/9/0110:10 AM)

Gubernur, Bupati, Wadikaa menetgokan perangkaa Dagrah  yang
betanggungjawab mdaksanakan Tugas Pembantuan dan  menyerahkan
Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia



Aya (2)
Yang dimeksud dengan mengikutsertekan masyarska  addah  Tuges
Pembantuan dapat  dileksanekan dengan bekerjasama dengan masyarakat.
Sedangkan tanggung jawab tetgp berada pada Kepada Desa

Aya (3)
Cukupjdas

Pasd 7
Aya (1)
Cukupjdas

Ayd (2)
Prosss  pendlgpan jumlah  biaya  Tugas  Pembantuan  dengan
mempertimbangken usul yang disampskan oleh Pemeintah Dagrah dan
Desa Penerima Tugas Pembantuan.

Ayat (3)
Cukupjdas

Pasd 8
Aya (1)
Cukup jelas

Aya (2)
Prosss  pendigpan jumlah  biaya  Tugas  Pembantuan  dengan
mempertimbangkan usul yang disampaikan Desa

Aya (3)
Penyduran biaya dari Provind ke Desa diberitahukan kepada Bupati dan
Badan Pewakilan Desa. Penyduran biaya dai Kabupaten ke Desa
diberitahukan kepada Badan Perwakilan Desa

Pasd 9
Taa caa Pembiayaan penydenggaraan Tuges Pembantuan dai  Pemerintah
dilaksanekan sesua dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan  bagi
Anggaran Pendgpatan dan Beanja Negara, dan dari Proving dan Kabupaen sesua
dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan bagi  Anggaran Pendapatan  dan
Bdanja Dagrah.

Pasd 10
Tugas Pembantuen yang dfanya mendesk, antara lan seperti tugas  untuk
menydamakan jiwa manuda dau untuk meaksanekan suau program yang agpabila
tidak dilaksanekan dapat mengganggu kdancaran  pdaksanaan  fungs-fungs
pemeintahan. Kepada Dagrah wgib membeitahukan kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah mengena penggunaan anggaran yang tersedia, dengan
kewgjiban mempertanggung jawabkan penggunaannya

Pasd 11
Ayd (1)

Yang dimeksud dengan pengadean sdain pembdian, juga depat dilakukan
melaui cara penyewaan atau pinjaman.
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Ayd (2
Pemberian Tugas Pembantuan depat memanfaatkan sarana dan prasarana
yang tesadia sgpanjang memenuhi dandar  teknis dan  kudifikes  yang
ditetapkan. Apabila Dagrah a@au Desa menyatekan tidek mampu atau tidak
bersedia melaksanakan pengadaan, maka Pemberi Tugas Pembantuan dapat
membantu meakukan pengadaan dimaksud.

Aya (3)
Cukup jelas

Aya (4)
Ddam hd pengadean sarana dan prasarana yang dipinjam aau disawa,
dikembdikan kepada pemiliknya

Pesd 12
Aya (1)
Jenis  keghlian dan jumlah daya manusa dilakukan berdasarkan  kebutuhan
dan mengacu pada pedoman yang tdah ditetgpken oleh Pemberi Tuges
Pembantuan sesua dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan sumber daya
menusa dgpa dilskukan untuk masa periode tertentu Separti Mingguan,
bulanan, aau tahunan yang degpa Diperpanjang bila diperlukan. Ddam hd
Dagrah aau Desa tidek mampu atau tidek bersedia meakukan pengadaen
sumber daya maenusa, Pemberian Tuges Pembantuan dgpat  membantu
pengadaannya
Ayd (2
Cukup jeas
Pasd 13
Cukupjeas
Pesd 14
Cukupjelas
Pasd 15
Huruf a
Penarima  Tugas Pembantuan memberi  lgporan mengena  perkembangan
pdaksanaannya dan Pembei  Tugas Pembantuan bertanggung jaweb
terhadgp akibat yang terjadi dari perubahan kebijakan ini.
Hurd b.
Scbdlum  pdaksaneen  Tuges Pembaituen  dihentikan, terlebih  dahulu
Pemberi Tugas menginformaskan kepada Penerima Tugas mengena hesl
penilaian, evauas, dan hasil pembinaanya
Huruf ¢
Cukupjelas
Huruf d
Cukupjeas
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Pad 16
Cukupjelas

Pasd 17
Aya (1)
Pertanggungjawaban aas pengelolaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah
dilakukan oleh Kepada Desa kepada Pemerintah melaui Bupati.

Aya (2)
Petanggungiawaban aas pengeolaan Tugas Pembantuan dai  Proving
dilakukan oleh Kepaa Desa kepach Gubernur meaui Bupeti.

Ayd (3)
Pemberian Tugas Pembantuan menetapkan jadwa pelgporan  pelaksanaan
Tugas Pembantuan.

Pasd 18
Yang dimaksud dengan keadaan mendessk addah suau keadsen yang terjadi diluar
rencana dan memerlukan penanganan secepainya misdnya bencana dam  dan
kerusuhan sogd.

Pasd 19
Cukupjeas
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